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WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar
obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan
melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD;

bahwa untuk penyesuaian penetapan kurang bayar dan lebih
bayar dana bagi hasil berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang

Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025;

bahwa untuk penyesuaian rincian alokasi belanja bantuan
keuangan bersifat khusus berdasarkan Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 954/333/2026 tentang Penetapan Penyaluran
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada

Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026;

bahwa untuk penyesuaian rincian alokasi belanja bantuan
operasional mukim berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 900.1/408/2026 tentang Penetapan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan
Operasional Mukim Tahun Anggaran 2026, perlu melakukan

pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dimaksud;

e. bahwa ...



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda

Aceh Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4633);

5. Undang ...



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda
Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6925);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan ...



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

18. Peraturan ...



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH PERUBAHAN KETIGA
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.319.176.555.774-, setelah
dilakukan penyesuaian berubah menjadi sebesar
Rp. 1.520.386.752.269,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.311.976.555.774,-

b. Bertambah Rp. 201.210.196.495,-

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 1.513.186.752.269,-
2. Belanja

a. Semula Rp. 1.319.176.555.774,-

b. Bertambah Rp. 201.210.196.495,-

Jumlah Belanja
Setelah Perubahan Rp. 1.520.386.752.269,-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 10.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. -\-

Jumlah ...



Jumlah penerimaan

pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 10.000.000.000,-
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. 2.800.000.000,-
2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran

pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 2.800.000.000,-

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 7.200.000.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan.

2. Lampiran Il Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan.

Pasal ...



Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 Juni 2026 M
17 Dzulhijjah 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal _3 Juni 2026 M
17 Dzulhijjah 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 13




